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Aplikasi Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan Masyarakat

A. Kemampuan Akhir yang Diharapkan
1. Mahasiswa mampu memahami konsep aplikasi perencanaan dan evaluasi
kesehatan masyarakat

2. Mahasiswa mampu memahami metode aplikasi perencanaan dan evaluasi

kesehatan masyarakat

3. Mahasiswa mampu melakukan aplikasi perencanaan dan evaluasi

kesehatan masyarakat

B. Kegiatan Belajar

Unsur Rencana

Dalam merencanakan sesuatu program maka yang pertama-tama dibuat adalah visi

dari sebuah organisasi. Dan patut diingat bahwa visi haruslah ideal! Tidak ada Visi

yang dianggap berlebihan atau sekedar angan-angan. Visi memang harus diletakkan
setinggi-tingginya!

Perencanaan dalam fungsi manajemen yang berhubungan dengan:

pemilihan visi,
strategi,

kebijakan,

aturan,

1

2

3

4. prosedur,
5

6. program, dan
7

anggaran.



Dalam Perencanaan usaha terkandung adanya:

a. Visi, yaitu cita-cita masa depan perusahaan yang akan melakukan usaha tersebut.

b. Misi adalah maksud khas atau unik dan mendasar yang membedakan perusahaan
dengan perusahaan lain, serta mengidentifikasikan ruang lingkup kegiatan kesehatan
yang akan dilaksanakan dengan sebaik mungkin.
c. Tujuan adalah hasil yang ingin dicapai dari usaha/perusahaan tersebut.
d. Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan usaha dengan

melibatkan semua sumberdaya atau faktor produksi yang dimiliki.

Untuk dapat melakukan pekerjaan perencanaan dengan baik sehingga akan dapat
dihasilkan suatu rencana yang lengkap, perlu dipahami tentang unsur-unsur
yang terdapat dalam suatu rencana. Unsur-unsur yang dimaksud banyak

macamnya. Secara sederhana dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Rumusan Misi

Suatu rencana yang baik harus mengandung rumusan tentang misi, yang dianut
oleh organisasi yang menyurun rencana. Uraian yang tercantum dalam misi
mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Antara lain dengan latar belakang,
cita-cita, tujuan pokok, tugas pokok, serta ruang lingkup kegiatan ruang
organisasi. Uraikanlah misi ini dengan lengkap dan jelas. Dalam praktek sehari-

hari, uraian tentang miri ini sering tercantum dalam latar belakang.

Jika ditinjau dari sudut perencanaan, uraian tentang misi ini mempunyai
peranan yang amat penting sekali. Peranan yang dimaksud bukan saja
penting untuk di pakai sebagai pedoman bagi mereka yang akan melaksanakan

rencana yang telah di susun, tetapi juga untuk memperoleh dukungan dari



pihak ketiga. Misalnya dukungan dana dari pihak donor ataupun dukungan

izin dari petugas pemerintah.

MISSION

2. Rumusan Masalah

Suatu rencana yang baik haruslah mengandung rumusa tentang masalah yang
ingin di selesaikan. Rumusan masalah yang baik, banyak syaratnya. Beberapa

diantaranya yang terpenting adalah:

[0 Harus mempunyai tolak ukur
Tolak ukur yang dimaksud banyak macamnya. Paling tidak mencakup lima
hal pokok, yakni tentang apa masalahnya, siapa yang terkena masalah,

dimana masalah ditemukan, bilamana masalah terjadi, serta berapa besar

masalahnya

[0 Bersifat netral




Bersifat netral dalam arti tidak mengandung uraian yang dapat diartikan
sebagai menyalahkan orang lain, menggambarkan penyebab timbulnya

masalah ataupun cara mengatasi masalah.

PRINSIP PERENCANAAN

Secara umum prinsip perencanaan menurut Abe dalam Ovalhanif (2009)
adalah:

1. Apa yang akan dilakukan, yang merupakan jabaran dari visi dan misi;
2. Bagaimana mencapai hal tersebut;

3. Siapa yang melakukan;

4. Lokasi aktivitas;

5. Kapan akan dilakukan, berapa lama;

6. Sumber daya yang dibutuhkan.

Program air bersih

Prinsip-prinsip perencanaan menurut Prinsip-prinsip Penyusunan Renstra
Satuan Kerja Perangkat Daerah/SKPD (2007) sebagai berikut:



A. Prinsip-prinsip perencanaan teknokratis:

1. Ada rumusan isu dan permasalahan pembangunan yang jelas;

2. Ada rumusan prioritas isu sesuai dengan urgensi, kepentingan, dan
dampak isu terhadap kesejahteraan masyarakat;

3. Ada rumusan tujuan pembangunan yang memenuhi kriteria SMART
(specific, measurable, achievable, result oriented, time bound);

4. Ada rumusan alternatif strategi untuk pencapaian tujuan;

5. Ada rumusan kebijakan untuk masing-masing strategi;

6. Ada pertimbangan atas kendala ketersediaan sumberdaya dan dana;
7. Ada prioritas program;

8. Ada tolok ukur dan target kinerja capaian program;

9. Ada pagu indikatif program;

10. Ada kejelasan siapa bertanggungjawab untuk mencapai tujuan, sasaran,
dan hasil, serta waktu penyelesaian termasuk tinjau ulang kemanjuan
pencapaian sasaran;

11. Ada kemampuan untuk menyesuaikan dari waktu ke waktu terhadap
perkembangan internal dan eksternal yang terjadi;

12. Ada evaluasi terhadap proses perencanaan yang dilakukan;

13. Ada komunikasi dan konsultasi berkelanjutan dari dokumen yang
dihasilkan;

14. Ada instrumen, metodologi, pendekatan yang tepat digunakan untuk

mendukung proses perencanaan.

A. Prinsip-prinsip perencanaan partisipatif:

1. Ada identifikasi stakeholders yang relevan untuk dilibatkan dalam
proses perumusan visi, misi, dan agenda serta dalam proses
pengambilan keputusan penyusunan renstra
2. Ada kesetaraan antara government dan non government stakeholders
dalam pengambilan keputusan;

3. Ada transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan;
4. Ada keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat,



terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal;

5. Ada sense of ownership masyarakat atau anggota organisasi terhadap
renstra

6. Ada pelibatan media;

7. Ada konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting
pengambilan keputusan seperti perumusan prioritas isu dan
permasalahan, perumusan tujuan, strategi, dan kebijakan, dan prioritas

program.

. Prinsip Perencanaan Top Down

1. Ada sinergi dengan Rencana Nasional dan Renstra
Kementerian/Lembaga;

2. Ada sinergi dan konsistensi dengan rencana di tingkat daerah

3. Ada sinergi dan konsistensi dengan RTRWD;

4. Ada sinergi dan komitmen pemerintah terhadap tujuan-tujuan
pembangunan global Millenium Development Goals; Sustainable
Development, pemenuhan HAM, pemenuhan air bersih dan sanitasi,

dan sebagainya.

PLANNING




B. Prinsip-prinsip perencanaan bottom up :

1. Ada penjaringan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk melihat
konsistensi dengan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih;

2. Memperhatikan hasil proses musrenbang dan kesepakatan dengan
masyarakat tentang prioritas pembangunan daerah;

3. Mempertimbangkan hasil Forum Multi Stakeholders SKPD;

4. Memperhatikan hasil Proses Penyusunan Renstra SKPD.

Sedangkan menurut Sumarsono (2010) prinsip perencanaan teknokrat
dan partisipatif, dijelaskan sebagai berikut: pertama, prinsip
perencanaan teknokrat yaitu dilakukan secara sepihak oleh para
teknokrat yang duduk di struktur pemerintah, tidak melibatkan warga
masyarakat, sehingga perencanaan pembangunan biasanya justru tidak
sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan, karena seringkali jauh dari
harapan dan kebutuhan masyarakat. Masyarakat dibiarkan menjadi

penonton saja.

Kedua, prinsip perencanaan partisipatif yaitu masyarakat sebagai
subyek pembangunan dalam arti memberikan peluang masyarakat
untuk menggunakan hak-hak politiknya untuk memberikan masukan

dan aspirasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

FILOSOFI PERENCANAAN PROGRAM

Menurut Ovalhanif (2009), “filsafat perencanaan” adalah suatu studi
tentang prinsip-prinsip dalam proses dan mekanisme perencanaan
secara mendalam, luas, dan menyeluruh berdasarkan filsafat antologis,

epistemologis, dan aksiologis.

Filsafat perencanaan juga diharapkan akan dapat menguraikan beberapa
komponen penting perencanaan dalam sebuah perencanaan yakni

tujuan apa yang hendak dicapai, kegiatan tindakan-tindakan untuk



merealisasikan tujuan dan waktu kapan bilamana tindakan tersebut
hendak dilakukan.

Kerangka pikir dari filosofi perencanaan dapat dirumuskan sebagai
berikut:

1. Strategi perencanaan adalah untuk membentuk/membuat suatu
konsep/konteks untuk keputusan dalam kelembagaan;

2. Tujuan dan proses perencanaan adalah untuk merumuskan arah
pelembagaan dan berusaha untuk lebih baik;

3. Hasil yang diinginkan dari proses perencanaan adalah untuk

menyajikan suatu dokumen yang penting, berguna bagi semua orang.

Filosofi perencanaan strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran,
kebijakan, program dan kegiatan yang realitas dengan mengantisipasi

perkembangan masa depan.

1. Filosofi Perencanaan Teknokrat

a. Dilaksanakan oleh kelompok teknorat;

b. Keberadaan dimensi politik sebagai elemen yang secara signifikan
mempengaruhi proses dan hasil perencanaan;

c. Perencanaan dipersepsikan menjadi sebagai alat pengambilan keputusan
yang bebas nilai dan tidak ada urusannya dengan kepentingan dan proses
politik yang dilakukan oleh para politikus dan pengambil keputusan. Politik
sebagai elemen bebas yang menganggu keseimbangan dalam proses
perencanaan yang terjadi;

d. Menempatkan masyarakat sebagai objek rekayasa dan politik sebagai
sebuah elemen irasional dan varian yang harus dihindari;

e. Produk perencanaan memiliki posisi yang sangat signifikan dalam

mentransformasi masyarakat.

2. Filosofi Perencanaan Partisipatif
Menekankan adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam merencanakan

pembangunan mulai dari pengenalan wilayah, pengidentifikasian masalah



sampai penentuan skala prioritas.

3. Filosofi Perencanaan top down

a. Dilaksanakan oleh sekelompok elite politik;

b. Melibatkan lebih banyak teknokrat;

c. Mengandalkan otoritas dan diskresi;

d. Mempunyai argumen untuk meningkatkan efisiensi, penegakan peraturan,
konsistensi input-target-output, dan publik/ masyarakat masih sulit
dilibatkan.

4. Filosofi Perencanaan bottom up

a. Dilaksanakan secara kolektif;

b. Mengandalkan persuasi;

c. Mempunyai argumen untuk meningkatkan efektivitas, meningkatkan
kinerja (performance, outcome), merupakan social virtue (kearifan sosial),
serta masyarakat diasumsikan sudah paham hak-hak dan apa yang mereka
butuhkan.

Manfaat Perencanaan, Ruang Lingkup Perencanaan, Model

Perencanaan, Tahapan Perencaan

MANFAAT PERENCANAAN

Menurut Friedmann, perencanaan akan berhadapan dengan problem
mendasar yakni bagaimana teknis pengetahuan perencanaan yang efektif
dalam menginformasikan aksi-aksi publik. Atas dasar tersebut maka
perencanaan didefinisikan sebagai komponen yang menghubungkan antara
pengetahuan dengan aksi/tindakan dalam wilayah publik. Pada prinsipnya.
Friedmann menyatakan perencanaan harus bertujuan untuk kepentingan

masyarakat banyak.

Perencanaan juga merupakan pekerjaan yang menyangkut wilayah publik
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maka komitmen seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat
sangat dibutuhkan sehingga hasil perencanaan dapat dibuktikan dan
dirasakan manfaatnya Beberapa manfaat perencanaan dapat dikemukakan

sebagai berikut:

1. Sebagai informasi keputusan yang tepat untuk dilakukan
Perencanaan memberikan acuan dalam mempertimbangkan secara seksama
tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melaksanakannya. Di
dalam kenyataan, terdapat banyak alternatif mengenai apa yang dapat
dilakukan dan bagaimana cara melaksanakannya. Oleh sebab itu, dengan
adanya acuan yang sudah “terpilih” akan memudahkan semua pihak untuk

mengambil keputusan yang sebaik-baiknya.

. Sebagai panduan kegiatan dan monitoring

Tersedianya acuan tertulis yang dapat digunakan untuk pelaksanaan
program. Dengan adanya acuan tertulis, diharapkan dapat mencegah
terjadinya salah pengertian (dibanding dengan pernyataan tertulis) dan dapat
dikaji ulang (dievaluasi) setiap saat, sejak sebelum, selama, dan sesudah

program dilaksanakan.

Sebagai pedoman pengambilan keputusan terhadap usul/saran
penyempurnaan yang “baru”. Sepanjang perjalanan pelaksanaan program
seringkali muncul sesuatu yang mendorong perlunya revisi penyempurnaan
perencanaan program. Oleh sebab itu, dengan adanya pernyataan tertulis,
dapat dikaji seberapa jauh usulan revisi tersebut dapat diterima/ditolak agar
tujuan yang diinginkan tetap dapat tercapai, baik dalam arti jumlah, mutu
dan waktu yang telah ditetapkan.

3. Sebagai rantai koordinasi

Perencanaan mencegah kesalahpahaman tentang tujuan akhir dan
mengembangkan kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan maupun yang tidak

dirasakan. Perencanaan membantu pengembangan kepemimpinan, yaitu
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dalam menggerakkan semua pihak yang terlibat dan menggunakan
sumberdaya yang tersedia dan dapat digunakan untuk tercapainya tujuan

yang dikehendaki.

4. Sebagai dasar monitoring dan evaluasi

Perencanaan memantapkan tujuan-tujuan yang ingin dan harus dicapai, yang
perkembangannya dapat diukur dan dievaluasi. Untuk mengetahui seberapa

jauh tujuan telah dapat dicapai, maka diperlukan pedoman yang jelas, dapat

diukur, dapat dievaluasi setiap saat, oleh siapa pun, dan sesuai patokan yang
telah ditetapkan.

5. Sebagai rantai koordinasi

Perencanaan juga membantu pengembangan kepemimpinan, yaitu dalam
menggerakkan semua pihak yang terlibat dan menggunakan sumber daya
yang tersedia dan dapat digunakan untuk tercapainya tujuan yang
dikehendaki.

6. Sebagai inventarisasi kebutuhan

Perencanaan mencegah kesalahpahaman tentang tujuan akhir, dan
mengembangkan kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan maupun yang tidak
dirasakan.

7. Sebagai alat untuk mencocokan perencanaan, pelaksanaan, hasil atau
perencanaan, pengembangan dan kesejahteraan

Perencanaan menghindarkan pemborosan sumberdaya (tenaga, biaya, dan
waktu) dan merangsang efisiensi pada umumya. Perencanaan juga menjamin
kelayakan yang dilakukan di dalam masyarakat dan yang dilaksanakan

sendiri oleh masyarakat setempat.

Kegiatan perencanaan memiliki ruang lingkup yang sangat luas, terkait
dengan dimensi waktu, spasial, tingkatan dan teknis perencanaannya.

Namun demikian ketiga dimensi tersebut saling terkait dan berinteraksi.
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Masing-masing dimensi sebagai berikut:

1. Perencanaan dari dimensi waktu

a. Perencanaan jangka panjang (long term planning), barjangka 10 tahun ke
atas, bersifat prospektif, idealis dan belum ditampilkan sasaran-sasaran yang
bersifat kuantitatif;

b. Perencanaan jangka menengah (medium term planning), berjangka 3 — 8
tahun, merupakan penjabaran dari uraian rencana jangka panjang. Sudah
ditampilkan sasaran yang diproyeksikan secara kuantitatif, meski masih
bersifat umum;

c. Perencanaan jangka pendek (sort term planning), berjangka 1 tahun

(annual planning) atau perencanaan operasional.

2. Perencanaan dari dimensi spasial

Terkait dengan ruang dan batas wilayah yang dikenal sebagai perencanaan
nasional (berskala nasional), regional (berskala daerah/wilayah),
perencanaan tata ruang dan tata tanah (pemanfaatan fungsi kawasan
tertentu).

3. Perencanaan dari dimensi tingkatan jenis perencanaan

a. Perencanaan makro, meliputi peningkatan pendapatan nasional, tingkat
konsumsi, investasi pemerintah dan masyarakat, ekspor dan impor, pajak,
perbankan, dan sebagainya;

b. Perencanaan mikro, disusun dan disesuaikan dengan kondisi daerah;

c. Perencanaan kawasan, memperhatikan keadaan lingkungan kawasan
tertentu sebagai pusat kegiatan dengan keunggulan komparatif dan
kompetitif.

d. Perencanaan proyek, perencanaan operasional kebijakan yang dapat
menjawab siapa melakukan apa, dimana, bagaimana dan mengapa.

4. Perencanaan dimensi jenis

a. Perencanaan dari atas ke bawah (top down planning);

b. Perencanaan dari bawah ke atas (bottom up planning);

c. Perencanaan menyerong ke samping (diagonal planning), dibuat oleh
pejabat bersama pejabat di bawabh, di luar struktur;

e. Perencanaan mendatar (horizontal planning), perencanaan lintas sektor
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oleh pejabat selevel;

f. Perencanaan menggelinding (rolling planning), berkelanjutan mulai
jangka pendek, menengah dan panjang;

g. Perencanaan gabungan atas bawah dan bawah atas (top down and bottom
planning), untuk mengakomodasi kepentingan pusat dengan wilayah/
daerah.
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